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ABSTRAK

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kewenangan membuat akta, salah satunya perbuatan hukum jual beli. Pejabat Pembuat Akta Tanah seringkali lalai dalam memeriksa identitas penghadap yang datang kepada PPAT, seperti kasus yang terdapat dalam Akta Jual Beli Nomor: 836/PPAT/1985 tanggal 5 Juni 1985 dan Akta Jual Beli Nomor : 1087/PPAT/1985 tanggal 31 Juli 1985 secara singkat merupakan akta otentik karena dibuat di hadapan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, membuat Akta Jual Beli dengan dasar kuasa yang cacat hukum atau tidak berlaku untuk perbuatan hukum yang dicantumkan di dalam akta. Dalam penelitian ini mempertanyakan Bagaimana keabsahan dua akta jual beli terhadap obyek tanah yang sama yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Sementara, Bagaimana keabsahan penerbitan sertipikat berdasarkan akta jual beli yang tidak tercatat dan Bagaimana kepastian hukum terhadap Sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu spesifikasi penelitian yang menggambarkan masalah yang diteliti, dengan pendekatan yuridis normatif, data diperoleh dari sumber hukum sekunder yang dijadikan bahan hukum primer berupa perundang-undang, buku, jurnal. data diperoleh dari studi lapangan dan studi dokumen kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis dengan tidak menggunakan rumus matematis.
Hasil penelitian Akta Jual Beli Nomor 1087/PPAT/1985 adalah sah secara hukum dilakukan tata cara jual beli dicatatkan dalam buku Letter C di kelurahan serta dokumen mengenai jual-beli tersimpan dalam arsip. Sebaliknya Akta Jual Beli Nomor 836/PPAT/1985 terdapat syarat sah yang tidak terpenuhi yaitu syarat objektif mengenai kausa yang halal karena objek jual beli berupa tanah tersebut patut diduga telah diperjualbelikan sebelumnya oleh pihak penjual kepada pihak lain namun dalam Akta Jual Beli Nomor 836/PPAT/1985 tertulis tanggal mundur yang seolah-olah tanggal penerbitannya lebih dahulu. Kepastian hukum terhadap Sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan merupakan hasil akhir dari suatu kegiatan pendaftaran tanah. Penerbitan sertipikat sah tergantung dari sah atau tidaknya perbuatan hukum yang melandasinya, bukan berpatokan pada pendaftarannya. Keabsahan penerbitan sertipikat berdasarkan akta jual beli yang tidak tercatat karena tidak cermatnya Kantor Pertanahan dalam meneliti, memeriksa dan mem-validasi data pemohon menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pemegang sertipikat Nomor 2940/Kelurahan Cipadung Kidul. Karena itu terbitnya sertipikat tersebut cacat hukum dan cacat prosedur. Maka sudah seharusnya terhadap pemilik atau pemegang Akta Jual Beli Nomor 1087/PPAT/1985 diberikan perlindungan hukum yang yang maksimal untuk mendapatkan kepastian terhadap hak-hak atas tanahnya.

Kata Kunci: Akta Jual Beli, Keabsahan


ABSTRACT

The Official for Making Land Deeds (PPAT) has the authority to make deeds, one of which is the legal act of buying and selling. Land Deed Making Officials are often negligent in checking the identity of plaintiffs who come to PPAT, such as the case contained in the Sale and Purchase Deed Number: 836 / PPAT / 1985 dated 5 June 1985 and the Sale and Purchase Deed Number: 1087 / PPAT / 1985 dated 31 July 1985 short is an authentic deed because it is made in the presence of an authorized official based on statutory regulations, making a Sale and Purchase Deed on the basis of a power of attorney that is legally flawed or does not apply to the legal act stated in the deed. In this study, the question is how the validity of the two sale and purchase deeds of the same land object issued by the Provisional Deed Making Official, what is the legality of the issuance of a certificate based on a sale and purchase certificate that is not recorded and how is the legal certainty of the certificate issued by the Land Office.
The research method used in this research is descriptive analytical, namely research specifications that describe the problem under study, with a normative juridical approach, data obtained from secondary legal sources which are used as primary legal material in the form of laws, books, journals. Data obtained from field studies and document studies are then analyzed in a qualitative juridical manner, that is, after the data has been collected, it is then poured in the form of a logical and systematic description by not using mathematical formulas.
The results of the study of the Deed of Sale and Purchase No. 1087 / PPAT / 1985 are legally valid, the procedure for buying and selling is recorded in the Letter C book in the sub-district and documents regarding the sale and purchase are stored in the archives. On the other hand, the Deed of Sale and Purchase Number 836 / PPAT / 1985 has unfulfilled legal requirements, namely the objective requirements regarding the lawful cause because the object of sale and purchase in the form of land is supposed to have been previously bought and sold by the seller to another party but in the Sale and Purchase Deed Number 836 / PPAT / 1985 written the date backwards as if the issue date earlier. Legal certainty for a certificate issued by the Land Office is the final result of a land registration activity. The issuance of a legal certificate depends on whether or not the legal act underlying it is legal, not based on registration. The validity of the certificate issuance based on the sale and purchase certificate which was not recorded due to the Land Office's inaccuracy in researching, examining and validating the applicant's data caused legal uncertainty for the certificate holder Number 2940 / Kelurahan Cipadung Kidul. Therefore, the issuance of this certificate is flawed in law and procedure. So, the owner or holder of the Sale and Purchase Deed No. 1087 / PPAT / 1985 should be given maximum legal protection to ensure certainty of their land rights.
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